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bidang kehutanan berada di domain pemerintah pusat, sementara 

pemerintah provinsi hanya berperan sebagai pelaksana. Tidak adanya 

atau minimnya kewenangan perencanaan kehutanan oleh pemerintah 

provinsi menyebabkan minimnya pengalokasian anggaran pemerintah 

provinsi kepada pengelolaan hutan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan 

hutan bergantung kepada pendanaan yang bersumber dari APBN. 

2. Kompleksitas hubungan antara KPH, dinas kehutanan 

provinsi/kabupaten/kota, dan KLHK.  

Kompleksitas hubungan tersebut disebabkan beberapa faktor, 

antara lain:  

a. Penerapan yang tidak konsisten dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 61 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Organisasi KPH karena 

berbagai kesiapan dan rendahnya respon pemerintah daerah, 

dukungan dana yang terbatas oleh pemerintah daerah, perencanaan 

program yang kurang harmonis antara KPH dan kantor dinas 

kehutanan daerah;  

b. Apabila ada keharusan KPH dibentuk sebagai bagian dari organisasi 

pemerintah daerah, maka keberadaannya akan tergantung pada 

persetujuan politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 115 

Perubahan terhadap kemampuan KPH dalam mengelola wilayah 

akibat dari adanya perubahan kewenangan. Dalam situasi seperti ini, akan 

ada KPH yang akan mengelola lebih dari satu unit pengelolaan akibat dari 

                                                
 115 Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib. 
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penggabungan beberapa KPH menjadi satu KPH. Penggabungan KPH ini 

juga memunculkan tantangan dalam penggabungan RPHJP 

Sinkronisasi program dan kegiatan di setiap tingkat pemerintahan. 

Sinkronisasi program dan kegiatan ini penting dilakukan karena 

berdampak pada keputusan pengalokasian anggaran untuk KPH. Jika 

sinkronisasi program dan kegiatan tidak dilakukan, maka pelaksanaan 

program dan kegiatan KPH berpotensi tidak dapat dilaksanakan. 

Permasalahan lain dalam kaitannya dengan penyusunan RPHJP 

adalah terkait dengan tumpang tindih atau benturan antar peraturan 

perundang-undangan, hal ini terutama dikaitkan dengan Perdirjen 

Planologi Kehutanan No. P.5/2012. Setidaknya terdapat empat 

permasalahan hukum terkait dengan Perdirjen Planologi Kehutanan No. 

P.5/2012 ini, yaitu: pertama, Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.5/2012 

mengatur bahwa pelaksanaan tata hutan dan penyusunan RPHJP 

dilaksanakan oleh: (a) organisasi KPHL dan KPHP; atau (b) balai 

pemantapan kawasan hutan (BPKH). Ketentuan ini bertentangan dengan 

Pasal 11 ayat (1) Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur 

bahwa penyusunan RPHJP dilakukan oleh Kepala KPHL dan KPHP. 

Dibukanya opsi pelaksanaan tata hutan dan penyusunan RPHJP oleh 

BPKH dilatar belakangi pemikiran bahwa KPH belum siap untuk secara 

mandiri melaksanakan tata hutan dan menyusun RPHJP, oleh karenanya 

BPKH dapat mengambil alih tugas Kepala KPH tersebut. Implikasinya 

adalah rendahnya rasa memiliki KPH terhadap dokumen RPHJP tersebut, 
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tidak adanya pemahaman utuh dari KPH terhadap RPHJP, dan lain 

sebagainya. 116 

3. Inventarisasi hutan masih menitikberatkan pada potensi kayu.  

Inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan 

informasi mengenai:  

a. Status, penggunaan dan penutupan lahan;  

b. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;  

c. Iklim;  

d. Hidrologi/tata air, bentang alam dan gejala-gejala alam;  

e. Kondisi sumber daya manusia dan demografi;  

f. Jenis potensi dan sebaran flora. 117 

Namun demikian, dalam pengaturannya, elaborasi mengenai tata 

cara pelaksanaan inventarisasi hanya difokuskan kepada inventarisasi 

kayu dan inventarisasi sosial budaya masyarakat. Sedangkan tata cara 

perolehan dan analisis data dan informasi lainnya tidak dielaborasi lebih 

jauh, meskipun dalam format laporan perolehan dan analisis data dan 

informasi mencakup seluruh informasi mengenai: letak dan luas wilayah 

KPH, keadaan fisik, topografi, geologi, tanah, iklim, kependudukan 

(kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat), aksesibilitas, dan 

bentang alam spesifik. Dan, saat ini, secara praktik, desain inventarisasi 

hutan dan implementasinya masih menitikberatkan pada potensi kayu 

                                                
 116 Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib. 

 117 Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib. 
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(timber based) yang berpedoman pada inventarisasi hutan nasional 

(national forest inventory). Informasi sumber daya hutan lainnya terutama 

hasil hutan bukan kayu, satwa liar, jasa lingkungan dan wisata alam yang 

berada di wilayah KPH memiliki porsi yang minim, jika hanya dengan 

mengandalkan pelaksanaan inventarisasi hutan dengan metode tersebut. 

Sementara inventarisasi sosial budaya yang dilakukan terbatas hanya 

memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan sebagai subjek yang 

bersama-sama KPH dapat menentukan tujuan dan kondisi yang 

diinginkan. 

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penetapan pengelolaan 

kawasan hutan adalah dilakukan  kebijakan yang dalam pengelolaan 

hutan yaitu kebijakan yang jelas dan terarah antara yang dilarang dan 

dibolehkan, kesamaan persepsi tentang istilah yang berkaitan dengan 

kawasan hutan, tidak adanya overlapping antara kebijakan, tidak adanya 

dualisme antara kebijakan, dan tidak adanya ego sektoral antara pembuat 

kebijakan, sehingga fungsi kawasan hutan dan manfaatnya dan dapat 

dirasakan oleh para pihak yang terkait baik di pusat dan daerah secara 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Untuk itu perlu mewujudkan kesamaan persepsi antar pembuat 

kebijakan untuk pengelolaan kawasan hutan yang adil, transparan, 

bertanggung jawab dan konsekwen antara pusat dan daerah. Sejalan 

dengan tujuan tersebut kebijakan dan peraturan perundangan, kawasan 

lindung, khususnya hutan lindung yang diperlukan antara lain adalah: 
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1. Mengingat kompleksnya permasalahan hutan lindung, kebijakan yang 

dibuat haruslah komprehensif, terintegrasi dan tidak overlapping, 

2. Undang-Undang pertambangan perlu disempurnakan dengan 

memasukan peran instansi kehutanan dalam kegiatan reklamasi. 

3. Diperlukan peraturan perundangan yang mengatur aspek 

kelembagaan hutan termasuk kelembagaan pusat dan daerah, 

4. Penekanan kewenangan pngelolaan hutan  tetap pada pemda, dengan 

pengembangan koordinasi antar departemen, pusat-daerah, dan 

antara satu daerah dengan daerah lainnya, 

5. Diperlukannya Keppres yang memuat perintah kebijakan 

pengembangan hutan yang harus ditindaklanjuti oleh departemen 

sektoral, dimana Keppres tersebut mampu menunjukkan adanya sense 

of crisis dalam pengelolaan hutan lindung, termasuk yang mengancam 

kelestarian kawasannya.118 

                                                
 118 Hasil Wawancara dengan Yuliani Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin, 05 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan hukum dalam penentuan kawasan hutan oleh dinas 

lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera Utara diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

penentuan kawasan hutan oleh dinas lingkungan hidup dan 

kehutanan Sumatera Utara merupakan konsep perwilayahan 

pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan secara 

optimal, lestari, dan berkeadilan sesuai dengan fungsi pokok dan 

peruntukkannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPH diharapkan 

menjadi pusat informasi mengenai potensi dan ancaman terhadap 

kawasan hutan, perubahan-perubahannya, serta kondisi sosial 

budaya masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. 

2. Kewenangan dinas lingkungan hidup dan kehutanan Sumatera 

Utara dalam penentuan Kawasan hutan adalah mengatur dan 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan sesuai dengan konsepsi penguasaan 

Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 

33 Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Kendala  Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera Utara 

dalam penentuan Kawasan hutan adalah adanya dualisme 

kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk 
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melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk 

melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan 

lindung tersebut untuk dieksploitasi, belum terlihat harmonisasi 

kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan 

hutan lindung di daerah, seperti dalam kasus penunjukkan dan 

pengalihan fungsi hutan, adanya inkonsistensi kebijakan antara 

kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tidak 

mengacunya kebijakan daerah kepada peraturan yang berkaitan di 

pusat, seperti kasus terjadinya perda yang sudah diundangkan 

dicabut kembali karena bertentangan dengan peraturan yang 

berada diatasnya, adanya kebijakan yang overlapping dan 

membingungkan pelaksana lapangan seperti terjadi pada proses 

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di 

luar kehutanan. 

B. Saran 

1. Areal Kerja Pengusahaan Hutan) masih mengandung banyak 

kelemahan dan kesalahan, maka perlu ada proses koreksi total 

yang diselaraskan dengan paradigma pembangunan kehutanan 

yang berorientasi kepada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi 

dan kelestarian sumber daya alam sesuai dengan amanat Undang- 

Undang Dasar (UUD) 1945.  

2. Perlu ada koreksi terhadap cara pandang yang menganggap 

pengukuhan kawasan hutan sebagai mekanisme penetapan hak 
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(property right) atas lahan atau kawasan hutan, yang memisahkan 

antara hutan negara dan lahan milik masyarakat. Pengukuhan 

kawasan hutan mestinya dipandang dan digunakan sebagai 

mekanisme menetapkan fungsi-fungsi hutan, baik pada hutan 

negara maupun pada lahan milik.  

3. Guna meningkatkan intensitas monitoring, pengendalian, 

pelayanan dan merespon berbagai dinamika sehari-hari yang 

terjadi di tingkat tapak, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) perlu diberi dukungan yang besar dan dipercepat. 
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